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Abstrak

Keberadaan tanah kas desa sebagai salah satu dimensi otonomi desa dalam kapasitas
kemandirvian yang harus dimiliki desa telah menimbulkan permasalahan. Salah satu contoh di Desa
Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis yang terlihat masih adanya 1} Perjanjian
antara pihak desa dengan kelompok penyewa hanya secara lisan yang mengakibatkan konflik 2}
Jangka waktu sewa sesuai peraturan adalah 1 tahun namun kenvataanya lebih dari 1 tahun. 3) Tarif
sewa vang ditentukan tidak sesuai dengan sewa tanah pada umumnya. Berdasarkan latar belakang
masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah: 1)Bagaimana pengelolaan tanah kas desa
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa? 2) Hambatan-hambatan apa saja dalam
pengelolaan tanah kas desa? 3) Upaya apa saja yang dilakukan pemerintahan desa dalam mengatasi
hambatan dalam pengeloluan tanah kas desa?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode deskriptif’ vaitu menggambarkan keadaan dari objek penelitian dengan jumlah
sampel sebanyak 11 informan. Adapun teknik pengumpulan data mengeunakan studi kepistakaan dan
studi lapangan vang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan adalah secara univariat (analisis satu varviabel) yang diintrepretasikan secara kualitatif
vang bersumber dari hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data hasil wawancara disajikin
dalam hentuk narasi, umtuk kemudian dikomparasikan dengan hasil ohservasi. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: pengelolaan tanah kas desa di Desa Gegempalan Kecamatan
Cikoneng Kabupaten Ciamis belum maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)
indikator dalam pengelolaan tanah kas desa vaitu sewa menyewa menguntungkan desa, penetapan
tarif sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa, dan adanya surat perfanfian sewa menyewa
tanah kas desa belum dapat dimaksimalkan. Hambatan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa
Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis adalah kesepakatan tentang farifi sewa arau
pemberitahuan tentang kenaikan harga sewa, administrasi atau system tata cara sewa menyewad
kurang jelas dan adanva oknum-oknum tertentu yang ingin menguasai lanah desa sebanvak-
banyakya. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Gegempalan
Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis adalah pemilik tanak dan pihaik ketiga yang berkepentingan
dengan tanah yang disewa, diselesaikan dengan cara para pihak yang terlibat diajak untuk duduk
bersamua untuk mencari jalan keluar win-win solution secura musyvawarah untuk mencapai
kemufakatan, dan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perijinan sewa
menyewa lanah kas desa.

Kata kunci : Pengelolaan, Tanah Kas Desa, Pendapatan Asli Desa

PENDAHULUAN

Posisi  Desa  yang otonom  dengan
sendirinya memberi peluang bagi desa untuk
tumbuh  secara wajar menampung dan
merealisasikan kepentingan masyarakat, untuk
i pemerintah desa harus punya inovasi dan
kreatifitas yang tinggi dalam menggali sumber
pendapatan desa. Scbagai salah satu sumber
pendapatan potensial dalam  penyelenggaraan
pemerintahan  desa, tanah kas desa  yang
notabenc  merupakan  kekayaan/aset  milik
negara yang dikuasai oleh desa, ditengarai

banyak diselewengkan oleh oknum yang diberi
kekuasaan untuk mengelolanya. Tanah kas desa
adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah
Desa yang hasilnya menjadi sumber pandapatan
desa. Untuk itu tanah kas desa harus dikelola
dan didayagunakan desa scbaik-baiknya sesuai
dengan Surat Gubemur Jawa Baral Nomo
143.1/149. pem.Um. Tanggal 27 Januari 2009
perihal tanah kas desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan
Kekayaan Desa pasal 1 angka (9) discbutkan
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bahwa “Kekayaan Desa adalah barang milik
Desa vang berasal dari kekayaan ash Desa,
dibeli atau dipercleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan
hak lainnya vang sah.”” Dalam hal ini, istilah
tanah desa pada Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2005 Tentang Desa tdak discbutkan
hanya saja pada pasal 69 disebutkan adanya
kekayaan  desa yaitn™  kekayaan  desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat {1}
huruf a terdiri atas : tanah kas desa, pasar desa,
pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa,
pelelangan 1kan vang dikelola oleh desa, dan
lain-lain kekayaan milik desa.” Istilah tanah
desa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Desa disebutkan pada
pasal 1 angka (10) yaitu” tanah desa adalah
barang milik desa berupa tanah bengkok,
kuburan, dan titisara,”

Persoalan tanah merupakan persoalan
klasik yang terjadi dimana-mana, sebab tanah
memiliki aspek multi demensional. Dan aspek
¢konomi tanah dipandang secbapai sarana
produksi, sumber hidup dan kehidupan karena
scmua manusia di dunia berpijak di atasnya
Berkenaan dengan aspek  politik, tanah
dipandang sebagai basis dalam pengambilan
kebijakan dalam proses sosial yang berkembang
di masyarakat, sedangkan dar aspek sosial
budaya tanah dimaknai schagai sesuatu yang
mampu meningkatkan status sosial dan harpa
diri dalam masyarakat sekaligus sebagai simbul
perkembangan  peradaban, budaya dan
eksistensinya. Sisi spiritual, tanah dipandang
scbagai harta pusaka yang mampu memberi
kekuatan dan perlindungan bagi siapa saja yang
menjaganya. Bahkan bagi masyarakat salah satu
etnis di Indonesia memberikan makna bahwa
tanah adalah ibu yang mampu melindungi,
memberikan kasih sayang dan  memberikan
kesejahteraan bagi hidopnya.

Mengingat sejarah  panjang  pengaturan
urusan bidang pertanahan di Kabupaten Ciamis,
tanah kas desapun mendapat perhatian dalam
pengaturan penyelenggaraan pemerintaban desa
sebagai struktur penyelenggaran pemerintahan
{yang terkecil) di Indonesia. Dalam hal
pengelolaan  tanah  kas desa, Pemerintah
Kabupaten Ciamis telah mengeluarkan berbagai
regulast, yang terakhir adalah Peraturan Bupati
Ciamis Nomor 24 Tahun 2008 tentang
ketentuan penegasan, peruniukan penggunaan,

status dan peralihan kekayaaan desa bahwa
pemantfaatan tanah kas desa dapat dilaksanakan
melalui  sewa-menyewa, pinjam  pakai,
kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan
bangun guna serah. Kebijakan ini menjadi
landasan hukum semua proses pengelolaan
tanah kas desa, baik berupa perubahan
peruntukan, sewa-menyewa, kerjasama
pemantaatan maupun pelepasan tanah kas desa.

Keberadaan tanah kas desa sebagai salah
saty dimensi otonomi desa dalam kapasitas
kemandirian yang harus dimiliki desa, unwk
mendukung berbagai program pembangunan,
juga telah menimbulkan berbagai permasalahan
bahkan menjadi sengketa berkepanjangan vang
tidak jelas kapan dan bagaimana ujung
penyelesaiannya. Salah satu contoh di Desa
Gegempalan  di Kecamatan  Cikoneng
Kabupaten Ciamis, karena kurang tertibnya
administrasi dan dokumentasi - pertanahan di
desa melakukan perjanjian sewa menyewa
tanah kas desa seluas 14,25 Ha dengan pihak
swasta tfanpa ada perjanjian tertulis atas
pemanfaatan tanah kas tersebut,

Lazimnya semua kontrak mempunyai
kekuatan mengikat diakhiri dengan pelaksanaan
dan memang demikian yang scharusnya terjadi
berarti para pihak memenuhi apa vang telah
mereka  sepakati untuk  dilaksanakan
berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam
perjanjian kontrak. Menurut pasal 1548 KUH
Perdata “perjanjian sewa menyewa adalah suatu
persetiljnan dengan mana pelaku yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada
pihak yang lainnya kenikmatan dad suam
barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan
pembayaran sesuai harga, yang oleh pihak
tersebut belakangan itu disanggupi
pembayaranya”,

Fenomena yang ada di Desa Gegempalan
Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dalam
pengelolaan tanah desa adalah:

1. Konsep pengelolaan harus diarahkan pada
kescjahteraan masyaralat Jjustru
pengelolaan  tanah  desa di Desa
Gegempalan Kecamalan Cikoneng
Kabupaten Ciamis belum mensejahterakan
masyarakat desanya, faktanya dalam
pengelolaan tanah desa terdapat masalah
antara lain perjanjian antara pihak desa
dengan  kelompok penvewa seharusnya
secar tertulis tetapi kenyataaunya hanya
secara lisan yang mengakibatkan konflik,
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2. Jangka waktu sewa sesuai peraturan adalah

[ tahun namun kenvataanya lebih dar |

tahun
3. Tarif sewa wang ditentukan tidak sesuai

dengan sewa tanah pada umumnya, yaitu
lebih murah. Untuk sekolah ditentukan Rp.
200.000,-ftahun tetapi kenyataanya hanya

RBp. 150,000, -ftahun. Tanah berbentuk

sawah dengan harga sewa Rp. 1.000.000

(satu juta) per 100 bata tetapi disewa hanya

Rp. 750.000~/ 100 bata.

Berdasarkan uraian  tersebut  peneliti
merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengelolaan tanah kas desa
dalam rangka meningkatkan Pendapatan
Asli Desa di Desa Gegempalan Kecamatan
Cikoneng Kabupaten Ciamis?
Hambatan-hambatan apa saja  dalam
pengelolaan  tanah kas desa di Desa

[

Gegempalan Kecamatan Cikoneng
Kabupaten Ciamis?

3. Upaya apa saja yang dilakukan
pemerintahan  desa  dalam  mengatasi

hambatan dalam pengelolaan tanzh kas desa
di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng
Kabupaten Ciamis?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, di mana
penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif.

Adapun penelitian yang menggunakan
metode  deskriptif  yaitu  menggambarkan
keadaan daripada objek penelitian, artinya
penulis menggambarkan keadaan yang ada pada
saat sekarang dilokasi/ objek penelitian yaitu
Desa  Gepempalan Kecamatan Cikoneng
Kabupaten Ciamis

Variabel yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu pengelolaan tanah kas desa dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa
(PAD) dengan sub wvariabel tata cara sewa
menyewa tanah kas desa Sewa menyewa
menguntungkan desa.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis
data  yang  diperoleh  dengan  cara
mendeskripsikan  hasil  penclitian - mengenai
pengelolaan tanah kas desa dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).
Dalam penelitian ini sumber informasi penulis
yang di wawancarai adalah yang termasuk
dalam kriteria penulis adapun kriteria sumber

informasi yang diwawancarai adalah : Kepala
Desa | orang, Sekretaris Desa | orang, Aparat
Desa 2 orang, Tokoh Masyarakat | orang, dan
pihak penyewa 6 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan
penulis dalam penelitian sdalah sebagai berikut:
1. Stdi kepustakaan
2. Studi lapangan, terdiri dari :

a. Observasi

b. Wawancara
3. Dokumentasi

Proses analisis data dilakukan secara
bertahap dan terus-menerus yaitu mulai scjak
awal pengumpulan data hingga pengumpulan
data berakhir atau setelah data yang diperoleh
dianggap cukup. Sementara Milles dan
Huberman  (Sugiyono, 2009 :  2406)
mengemukakan bahwa : aktivitas dalam analisis
data kualitatif di lakukan secara interaksi dan
berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh’.
Langkah-langkah yang dilakukan pencliti dalam
proses analisis data kualitatif bedasarkan
pendapat Milles dan Huberman (Sugiyono,
2009 : 247 - 252) adalah sebagai berikut
1. Data reduction ( reduksi data)

2. Data display ( penyajian data)
3. Conclusion drawing/ verificationn

LANDASAN TEORETIS

Nugrche  (2003:119) mengemukakan
bahwa : “Pengelolaan merupakan istilah yang
dipakai dalam ilmu manajemen. Secara
etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata
—kelolah (to manage) dan biasanya merujuk
pada proses mengurus atau menangani sesuatu
untuk mencapai  tujuan  tertentu”. Jadi
pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang
berhubungan dengan proses mengurus dan
menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan
tertentu yang ingin dicapai.

Menurut Sekretariat Bina Desa, Tanah Kas
Desa  adalah  tanah milik  desa  vang
penguasaannya diserahkan kepada pemerintah
desa, sesuai dengan Pasal 21 UU No. 5 Tahun
1979. Adapun pengertian Tanah Kas Desa
menurut Keputusan Gubemnor  Jawa Barat
sebagai berikut “Tanah Kas Desa adalah Tanah
Milik Desa yang merupakan kekayaan desa dan
diperuntukkan bagi sumber pendapatan dan
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembanguran desa”.
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Pengertian di atas hampir sama dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri No, 26 Tahun
1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok
dan  scjenisnya menjadi Tanah Kas Desa
sebagai berikut “Tanah Kas Desa adalah Tanah
Milik Desa wang hasilnya menjadi sumber
pendapatan desa™.  Menurut Radjab (2013:2)
Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah yang
dikuasai desa baik yang berasal dari pernerintah
tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui
swadaya masyarakat desa untuk dikelola yang
hasilnya merupakan sumber pendapatan asli
desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan
pemerintahan desa.

Berdasarkan pengertian diatas maka tanah
kas desa adalah tanah-tanah yang ada diwilayah
desa tersebut yang dikuasai desa haik yang
berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun
yvang diperoleh melalui swadaya masyarakat
desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan
sumber pendapatan asli desa dan dipergunakan
untuk penyelenggaraan pemerintahan desa,

Konsckucnsi bagi desa yang berhak
menyelenggarakan rumah tangganya, baik
perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan
ditcntukan sendiri oleh desa yang bersangkutan,
sedangkan pemerintah yang ada di atasnya
hanya melakukan pembinaan dan pengawasan
saja. Untuk desa yang diberikan hak
menyeclenggarakan rumah langpanya oleh
pembentuk 1JUJ No. 5 Tahun 1979 telah
menentukan  sumber  pendapatan  desa,
sebagaimana yang ditentukan Pasal 121 ayat 1
huraf a, sumber pendapatan asli desa terdin
dari, hasil tanab-tanah kas desa, hasil dari
swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil
gotong royong masyarakat dan lain-lain hasil
dari usaha desa yang sah,

Apabila diperhatikan urutan dari sumber
pendapatan asli desa tersebut terlihat dengan
lelas Tanah Kas Desa ditempatkan pada urutan
pertama. Penempatan ini berkaitan crat dengan
desa sebapai upil pemerintah terendash yang
diberikan hak menyelenggarakan pemerintahan
desa baik masa kini maupun masa mendatang
akan sangat tergantung dari hasil tanah-tanah
kas desa, Persoalan yang dihadapi Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa khusus tanah vang
akan dijadikan sumber pendapatan asli desa,

Pemanfaatkan tanah kas desa berupa sewa
dilakukan dengan  sural  pegonjian  sewa
menyewa dengan ketentuan sewa diatur harus

dibuatkan oleh peraturan Bupati Ciamis No 24

tabun 2008 vaitu:

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian

Obvek perjanjian sewa menvewa

Jangka waktu

Hak dan kewajiban para pihak

Penyelesaian perselisiban

Keadaan diluar kemampuan para pihak dan

Peninjauan pelaksanaan pegjanjian

Pemanfaatkan tanah kas desa berupa sewa

dilakukan dengan surat peranjian  sewa

menycews dengan ketentuan sewa diatur harus

dibuatkan oleh peraturan Bupati Ciamis No 24

tuhun 2008 Pasal 6 ayat | dan 2 yailu:

1. Sewa menyewa menguntungkan desa

2, Arfinya perjanjiang sewa menyewa

pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak

lain dalam jangka waktu tertentu untuk

menerima imbalan uang tunai

menguntunpkan desa dan dapat menambah

kas desa.

Penetapan tarif sewa

Penentuan biaya sewa ditctapkan oleh de.sa

yang besarnya di sesuaikan

3. Adanya surat perjanjian sewa menyewa
Secary administrasi  perjanjian  sewa

menyewa dibuktikan adanya surat petjanjian

yang ditandatangani kedua belah pihak.

e

P L

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil peneliian tentang
pengelolaan tanah kas desa dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa
Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten
Ciamis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sewa Menyewa Menpuntungkan Desa
1. Pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak lain
dalam  jangka waklu tertentu dengan
MENCrIma uang tungi.
Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan 3 informan  (27,27%)
menyatakan tanah kas desa bermanfaat dan
menguniungkan sedangkan 8 informan
{72,73%)%) menyatakan Peomanfaatan
tanah kas desa oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dengan menerima vang tunai
belum maksimal.
Hasil observasi penulis menunjukkan
Bahwa lanah kas desa belum sesuai
harapan, masih banyak tanah kas yang
disewakan tidak sesuai tariff yang berlaku
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dan tidak sesuai peruntukkannya seperti
wntuk sekolah dan tempat tinggal. Hal
tersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 UU
No. 5 Tahun 1979 salah satu sumber
pendapatan desa adalah Tanah Kas Desa.
Tujuan pengadaan Tanah Kas Desa adalah
scbagai berikut :

Tanah Kas Desa dapal memberikan
sumber pendapatan  dan  pembiayaan
penyelenggoaraan pemerintahan dan
pembangunan desa. Hal ini menunjukkan,
bahwa dengan adanya Tanah Kas Desa
yang mempunyai hasil vang cukup baik,
maka diharapkan dari hasil Tanah Kas Desa
tersebut  dapat  dipergunakan  untuk
membiayai scgala wrusan Pemerintahan
Desa, terutama  pembiayaan  urusan
administrasi pemerintah desa terschut akan
dapat  memberikan  ketertiban  dan
keberhasilan dalam pemerintahan desa, dan
momberikan  pclayanan  yang  sebaik-
baiknya kepada masyarakat. Disamping itu
dari hasil Tanah Kas Desa diharapkan dapat
membiayal pembangunan desa.
Pernanfaatan tanah kas desa oleh pihak lain
dalamn jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan

Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan 3 informan  (27,27%)
menyatakan tanah kas desa bermanfaat dan
menguntungkan sedangkan 8§ informan
(72,73%)%) menyatakan  pemanfaatan
tanah kas desa belumn dapat meningkatkan
penerimaan desa.

Hasil observasi penulis menunjukkan
bahwa tanah kas desa yang disewakan
belum sesuai harapan, masih banyak tanah
kas yang disewakan tidak sesuai tariff vang
berlaku sehingga belum bisa meningkatkan
pencrimaan desa.

Hal ini sesuai dengan Pasal 21 UU No.
5 Tahun 1979 salah satuw  sumber
pendapatan desa adalah Tanah Kas Desa.
Tujuan pengadaan Tanah Kas Desa adalah
adanya penghasilan yang cukup bagi aparat
Pemerintahan Desa  tersebut  dibarapkan
akan meningkal prestasi kerja dalam rangka
mewujudkan  suatu  Pemerintahan  Desa
yang berdayaguna dan berhasil guna.

Sewa menyewa tidak boleh dipergunakan
untuk tempat tinggal pribadi/perorangan;

Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan 4 informan (36,36%)

menyatakan Pemanfaatan tanah kas desa
oleh pihak lain dalam tidak digunakan
sebagai tempat tinggal pribadi. Sedangkan
7 informan (63,64%) menyatakan bahwa
tanah kas desa vang disewa ada yang
digunakan tempat tinggal merangkap
tempat usahanya

Hasil observasi penulis menunjukkan
bahwa tanah kas desa yang disewakan
belum sesuai harapan, masih banyak tanah
kas yang yang digunakan untuk sekolah dan
tempat tinggal. Hal ini tidak sesuai dengan
peruntukannya. Tanah kas desa (TKD)
sebagai asct pemerintah desa merupakan
salah saty sumber pendapatan asli desa
(PAD), sehingga dengan  demikian
pengelolaunnya harus berdaya guna dan
berhasil  guna untuk  meningkatkan
pendapatan desa dan  pemanfaatan TED
sepenuhnya untuk kepentingan
penyelenggaraan " pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat
desa. Dalam meningkatkan hasil  guna
tersebut, pemerintah desa  berusaha
mengoptimalkan pemaanfaatannya untuk
berbagai  kepentingan, baik untuk
kepentingan pemerintah, pemerintah desa
sendiri, dan warga masyarakat. Selain itu
juga wsaha untuk mendapaikan nilai lebih
dari TKD) dengan disewakan kepada pihak
ketiga untuk kegiatan vang bernilai
ckonomi tingg.
Pihak penyewa tanah kas desa wajib
menanggung biaya penscrtifikatan  tanah
kas desa vang disewa

Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan 4  informan  {36,36%)
menyatakan Pemanfaatan tanah kas desa
oleh pihak lain dalam tidak digunakan
sebagai tempat tinggal pribadi. Sedangkan
7 inlorman (63,64%) menyatakan bahwa
tanah kas desa yang disewa ada yang
digunakan tempat tinggal merangkap
lempal usahanya

Hasil observasi penulis menunjukkan
bahwa tanah kas desa yang discwakan
belum sesual harapan, masih banyak tanah
kas yang yang digunakan untuk sckolah dan
tempat tingpal, Hal ini tidak sesuai
Setelah  jangka wakmn sewa menyewa
berakhir, pihak penyewa wajib
menyerabkan  seluruh bangunan  dan
tanaman yang berada di atas tanah kas desa
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yang disewa kepada Pemerintah Desa
disertai dengan Berita Acara Serah Terima

Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan 4 informan  (36,36%)
menyatakan Pemanfaatan tanah kas desa
oleh pihak lain dalam tidak digunakan
schagal termpat tinggal pribadi. Scdangkan
7 informan (63,64%) menyalakan bahwa
tanah kas desa yang disewa ada yang
digunakan lempat (inggal merangkap
tempat usahanya

[asil observasi penulis menunjukkan
bahwa tanah kas desa yang disewakan
belumn sesuai harapan, masih banyak tanah
kas yang yang digunakan untuk sekolah dan
tempat tinggal.

Penetapan Tarif Sewa Ditetapkan Dengan
Keputusan Kepala Desa

Tarif sewa disesuaikan dengan harga
pasaran pada umumnya dan ditetapkan olch
surat keputusan kepala desa

Berdasarkan hasil penelitian
meounjukkan 11 informan  (100%)
menyatakan Tarif sewa discsuaikan dengan
harga pasaran pada (Woumnya dan
ditctapkan olch surat keputusan kepala
desa.

Hasil observasi penulis menunjukkan
bahwa tanah kas desa yang disewakan
tarifnya ditentukan oleh kepala desa sesuai
dengan harpa pasaran di daerah tersebut.
Hal ini sudah sesuai dengan Kegiatan Tata
Usaha Keuwangan Pemerintahan Desa
diantaranya yaitu: Kepala desa
berkewajiban mengelola mengenai
pendapatan dan pengeluaran  keuangan
desa dan mengerjakan  pembukuan
mengenai  pendapatan  dan  pengeluaran
keuangan milik Pemerintah Desa

Menurut Supriadi (2004:48)
administrasi Pemerintahan Desa adalah
Semua kegiatan yang bersumber pada
wewenang Pemerintah Desa yang terdiri
atas  lugas-lugas, kewajiban, tanggung
jawab  dan  hubungan  kerja, yang
dilaksanakan dengan berlandaskan
peraturan-peraturan  perundang-undangan
yang  berlaku, guna  menjalankan
Pemerintahan Desa.

Taril sewa dapat naik sesuai  dengan
perkembungan

Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan 11 informan  (100%)
menyalakan Tarif sewa dapat naik sesual
dengan perkembangan,

Hasil observasi penulis menunjukkan
tarif sewa dapat naik sesuai dengan
perkembangan. Hal ini terlihat dari adanya
perubahan tariff sewa dari tahun ke tahun.
Berdasarkan hasil wawancara dan  hasil
observasi  dapat  disimpulkan  bahwa
penentuan tariff sewa tanah sudah sesum
dengan peraturan pemerintah bahwa tariff
sewa tanah disesuaikan dengan harga sewa
saat ind.

Adanya surat perjanjian sewa menyewa

tanah kas desa yang meliputi

a. Pihak-pihak yang terikat  dalam
perjanjian

Berdasarkan  hasil  penelitian
menunjukkan 11 informan  (100%)
menyatakan dalam  surat perjanjian
sewa menyewa tanah kas desa
tercantum pihak penyewa dan pihak
yang menyewakan. :

Hasil observasi penulis
menunjukkan  bahwa dalam  surat
perjanjian sewa menyewa tanah kas
desa tercantum  pihak penyewa dan
pihak yang menycwakan yang masing-
masing menandatangani surat
perjanjian tersebut. Hal ini sudah sesuai
dengan peraturan Bupati Ciamis No 24
tahun 2008 bahwa dalam pemanfaatkan
tanah kas desa berupa sewa dilakukan
dengan surat perjanjian scwa menyewa
detigan  ketentuan sewa diatur harus
dibuatkan oleh Pihak-pihak yang terikat
dalam perjanjian.

b. Obyek perjanjian sewa menycwa

Berdasarkan  hasil  penelitian
menunjukkan 11  informan (100%)
menyatakan dalam  sural perjanjian
sewa menyewa tanah  kas  desa
tercantum dalam sural perjanjian sewa
menyewa tanah kas desa lercantum
porjanjian tentang jangka waktu scwa
dan tarif.

Hasil observasi penulis
menunjukkan  bahwa  dalam  surat
perjanjian sewa menyewa tanah kas
desa tercanturn dalam surat perjanjian
sewa  menyewa (anah  kas  desa
tercantum  perjanjian tentang jangka
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waklu sewa dan tarift’ yang masing-
masing setuju  dan  menandatangani
surat perjanjian terscbhut. Hal ini sudah
sesual dengan peraturan Bupati Ciamis
Mo 24 tahun 2008 bahwa dalam
pemanfaatkan tanah kas desa berupa
sewa dilakukan dengan surat perjanjian
sewa menyewa dengan ketentuan sewa
diatur harus dibuatkan olch Pihak-pihak
yang terikat dalam perjanjian dan
ketentuan objek  perjanjian  scwa
menyewa yang jelas.

Jangka waktn

Berdasarkan  hasil  penelitian
menunjukkan 11 informan  (100%)
menyatakan dalam  surat perjanjian
sewa menyewa tanah  kas  desa
tercantum jangka waktu sewa menyewa
tanah kas desa.

Hasil observasi penulis
menunjukkan  bahwa  dalam  surat
perjanjian sewa menycwa tanah kas
desa tercantum jangka waktu sewa
menyewa tanah kas desa yaitu selama 1
tahun dan setelahnya  dapat
diperpanjang kembali dengan ketentuan
yang berlaku sekarang, Hal ini sudah
sesuai dengan peraturan Bupati Ciamis
No 24 tahun 2008 bahwa dalam
pemanfaatkan tanah kas desa berupa
sewa dilakukan dengan surat peganjian
sewa menyewa dengan jangka waktu
sewa menyewa ditetapkan selama |
tahun,

Hak dan kewajiban para pihak

Berdasarkan  hasil  penelitian
menunjukkan 6 informan  (54.54)
menyatakan hak dan kewajiban para
pihak tidak jelas.

Hasil observasi penulis
menunjukkan bahwa dalam  surat
perjanjian scwa menyewa tanah kas
desa tercantum hak dan  kewajiban
antara pihak penyewa dan vang
menyewakan, NAML dalam
pelaksanaanya pihak penycwa hanya
memenuhi kewajiban berupa membayar
scwa. Namun untuk kewajiban lain
seperti melaporkan kegiatan usaha tidak
pernah melaporkannya.

Hal imi tidak sesuai dengan
peraturan Bupati Ciamis No 24 tahun
2008 bahwa dalam pemanfaatkan tanah
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kas desa berupa sewa dilakukan dengan
surat perjanjian sewa menyewa dengan
ketentuan masing pihak mempunyai
hak dan kewajiban yang terikat dalam
perjanjian tersebut.

Penyelesaian perselisihan

Berdasarkan  hasil  penelitian
menunjukkan 11 informan  (100%)
menyatakan apabila ada permasalahan
diselesaikan dengan cara musyawarah
dan mufakat.

Hasil observasi
menunjukkan  bahwa  menyatakan
dalam penyelesaian perselisihan
diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat. Hal ini sudah scsuai dengan
peraturan Bupati Ciamis No 24 tahun
2008 bahwa dalam pemanfaatkan tanah
kas dcsa berupa sewa apabila ada
perselisihan  dalam  sewa menyewa
maka dapat diselegaikan  secara
musyawarah dan mufakat dan apabila
menemui  jalan buntu dapat
dilimpahlkan ke pemerintahan
kecamatan atau pemerintahan daerah
Keadaan diluar kemampuan para pihak

Berdasarkan  hasil  penelitian
menunjukkan 11  informan  (100%)
menyalakan apabila ada permasalahan
yang tidak bisa ditangani oleh aparat
desa dan kepala desa maka dilakukan
dengan meminta bantuan pemerintahan
desa di kecamatan dan kabupaten
Ciamis.

Hasil observasi penulis
menunjukkan  bahwa  menyatakan
Pernah ada permasalahan yang tidak
bisa ditangani oleh aparat desa dan
kepala desa maka dilakukan dengan
meminta bantuan pemerintahan desa di
kecamatan dan kabupaten Ciamis, Hal
ini sudah sesuai dengan peraturan
Bupati Ciamis No 24 tahun 2008 bahwa
dalam pemanfaatkan tanah kas desa
berupa sewa apabila ada perselisihan
dalam sewa menyewa maka dapat
diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat dan apabila menemui jalan
buntu dapat  dilimpahkan ke
pemerintahan kecamatan atau
pemerintahan daerah
Peninjauan pelaksanaan perjanjian

penulis
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Berdasarkan  hasil  penelitian
menunjukkan 11 informan (100%)
tnenyatakan dalam sural  perjanjian
sewa menvewa  selalu  diadakan
pelaksanaan peninjauan perjanjian,

Hasil observasi penulis
menunjukkan  bahwa  pelaksanaan
peninjavan  perjanjian  dilakukan

Cikoneng Kabupaten Ciamis

Hambatan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa (Gegempalan Kecamatan Cikoneng

pemerintihan

dilakukan

K.abupaten Ciamis dapat penulis sajikan dengan relapitulasi sebagai berikut:

desa  sekali

Mo.

Dimensi Indikator Hasil Wawancara
Sewa menyewa a.  Pemanfaatan tanah | 3 informan (27,27%) vaitu | & informan (72,73%)
menguniunpkan kas desa oleh pihak | nomor 7, 10,11 menyatakan | yait nomor 1, 2,3, 4,
desa lain dalam jangka Tidak ada hambatan 5, 6, 8, 9 menyatakan
wakiu tertentu hambatannya dalam
dengan menerima penentuan tariff sewa
uang funai.
b. Pemanfaatan tangh | 3 informan (27,27%) vaitu | & informan (72,73%)
kas desa oleh pihak | nomor 7, 10,11 menyatakan | yaiw nomor 1, 2,3, 4,
lain dalam jangka Tidak ada hambatan 3, 6, 8, 9 menyatakan
wakiu tertentu hambatannya dalam
dalam rangka penentuan tariff sewa
peningkatan
penerimazan
¢. Sewa menyewa - 4 informan (36,36%) 7 informan (63.64%)
tidak baoleh yaitu nomeor 6,7,8,10 yaitu nomeor 1, 2, 3, 4,
dipergunakan untuk | menyatakan tidak ada 5,9, 11 menyatakan
termpat tinggal hambatan hambatannya adalah
pribadi/perorangan; tidak ada sangsi dan
tidak jelas hak dan
kewajiban penyewa
d. Pibak penyewa 11 informan (100%)
tanah kas desa wajib menyatakan tidak ada
menangpung biaya hambatan

pensertifikatan

pihak penyewa
wijib menyerahkan
selurnh hangunan
dan tanaman yang
berada di atas tanah
kas desa yang
discwa kepada
Pemierintah Desa
discrtal dengan
Berita Acara Scrah
Terima

tanah kas desa yang
disewsd;

e. Setelah jangka 11 informan (100%:)
wakiu sewa menyatakan tidak ada
menyewa berakhir, hambatan
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peninjavan kembali.




Pengeloiaan Tanash Kas Desa dalam: Rangka Aeningkatkan Pendagatan Azl Desz

di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupalen Ciamis

ELIS RODIATI
2. | Penetapan tarit Tarif sewa 11 informan (100%)
sewa ditetapkan disesugikan dengan | menyatakan hambatannya
dengan keputusan harga pasaran pada | dalah kesepakatan tantang
kepala desa umumnya dan taritf sews yang harus
ditetapkan oleh dirembugkan dahulu
sural keputusan
kepala desa.
Tarif sewa dapat L informan { 100%)
naik sesuail dengan menyatakan hambatannya
perkembangan dalah kesepakatan tantang
tarift sewa yang harus
dircmbugkan dahulu
3. | Adanya surat Pihak-pihak yang 11 informan (100%}
perjanjian sewa terikat dalam menyatakan tidak ada
menyewa tanah perjanjian hambatan
kas desa yang Obyek perjanjian L1 informan (100%)
meliputi SEWA menyewa menyatakan tidak ada
hambatan
Jangks waktu 11 informan ( 100%)

menyatakan tidak ada
hambatan

Hak dan kewajiban

11 informan {100%)
menyatakan tidak ada
hamhatan

Penyelesaian 11 informan {100%)

perselisihan menyatakan tidak ada
hambatan

Keadaan dilnar 11 informan (100%)

kemampuan para menyatakan tidak ada

pihak hambatan

Peninjauan kembali | 11 informan (100%)
menyatakan tidak ada
hambatan

Upaya yang Dilakukan Pemerintahan Desa dalam Mengatasi Hambatan dalam Pengelolaan
Tanah Kas Desa di Desa Gegempalan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Gegempalan
Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dapat penulis sajikan dengan rekapitulasi sebagai berikut:

desa

lain dalam jangka
waldu tertentu
dengan menerima
uang tunai.

menyatakan Tidak ada
upkyil

No. Dimensi Indikator Hasil Wawanecara
. | Scwa menyewa Pemantaatan tanah 3 informan (27,27%) yaitu 8 informan (72,73%)
menguntungkan kas desa oleh pihak nomar 7, 10, 11 yaitu nomor 1, 2, 3,

4, 5,6, 8, 9 upayanya
adalah dengan
melakokan
musyawarah dengan
para pihak yang
terlibat diajak untuk
duduk bersama
untuk mencar jalan
kcluar win-win
solution secara
musyawarah untuk
mencapai
kemufakatan
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b. Pemanfaatan tanah 3 infonman {27,27%) vaitu B informan (72,73%)
kas desa olch pihak nomor 7, 10, 11 yailu nomor 1, 2, 3,
lain dalam jangka menyatakan Tidak ada 4.5,6,809
walitu tertentu upiya upayanya melakukan
dalam rangka musyawarah dengan
peningkatan pira pihak yang
penerimaan terlibal diajak untuk

duduk bersama
untuk mencari jalan
keluar wer-win
folution secara
musyawarah uniuk
mmencapai
kemufakatan

c. Sewa menycwa tidak | -4 informan (36,36%) yainu | 7 informan {63,64%)

boleh dipergunakan nomor 6, 7, 8, 11 yaitu nomor 1,2, 3,

untuk tetnpat tinggal menyatakan tidak ada upaya| 4, 5, 9, 10 upayanya

pribadi/perorangan: melakukan
pendekatan secara
pribadi kepada
masyarakat yang
berkaitan dengan
perijinan sewa
menyewa tanah kas
desa

d. Pihak penyewa tanah 11 informan (100%)

kas desa wajib menyatakan tidak
menangpung biaya ada upaya
pensertifikatan tanah

kas desa yang

disewa;

e. Setelah jangka waltu 11 informan (100%)

SeWa menyewa menyatakan tidak ada upaya
berakhir, pthak
penyewa wajib
menyerahkan seluruh
bangunan dan
tanaman yvang berada
di atas tanah kas desa
yang disewa kepada
Pemerintah Desa
disertai denpan Berita
Acara Serah Terima
Penetapan tarf a, Tarif sewa 11 informan (100%)
sewa ditetapkan disesuaikan denpan menyatakan upayanya
dengan keputusan harga pasaran pada melakukan musyawarah
kepala desa umumaya dan dengan para pihak yang
ditetapkan oleh surat | terlibat disjak unmuk duduk
keputusan kepala bersama untuk mencari
desa. Jalan keluar win-win
solution secara musyawarah
untuk mencapai
kemufakatan
b.  Tarif sewa dapat 11 informan {100%)

naik sesuai dengan
perkembangan

menyatakan upayanya
melakukan musyawarah
dengan para pihak yang
terlibat diajak unmk duduk
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bersama uomk mencari
Jalan keluar win-win
sofligtion secara musyvawarah
utuk mencapai
kemutakatan

Ll informan [ 100%)
menyatakan tidak ada upaya

3. | Adanya surat a.  Pihak-pihak yvang
petjanjian sewa terikat dalam
menyewa lanah perjanjian
kas desa yang b. Obyek perjanjian
meliputi SCWA Menyewa

11 informan (100%)
menyatakan tidak ada upaya

c. Jangka waktu

11 informan ( 100%)
menyatakan tidak ada upaya

d. Hak dan kewajiban

11 informan {100%)
mchyatakan tidak ada upava

¢. Penyelesaian
perselisihan

11 informan {100%)
menyatakan tidak ada upaya

f. Keadaan diluar
kemampuan para
pihak

11 informan (100%)
menyatakan tidak ada upaya

g. Peninjavan kerbali

11 informan (100%)
menyatakan tidak ada upaya

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Sctelah  penulis melakukan penelitian,

selanjutnya penulis membuat suatu kesimpulan

dalam penclitian ini sebagai berikut ;

1. Pengelolaan tanah kas desa di Desa
Gegempalan K.ccamatan Cikoneng
Kabupaten Ciamis belum maksimal dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)
indikator dalam pengelolaan tanah kas desa
yaitu sewa menyewa menguntungkan desa,
penetapan tarif sewa ditetapkan dengan
keputusan kepala desa, dan adanya surat
perjanjian sewa menyewa tanah kas desa
belurn dapat dimaksimalkan

2. Hambatan dalam pengelolaan tanah kas
desa di Desa Gegempalan Kecamatan

Cikoneng Kabupaten Ciamis adalah
kesepakatan tentang tariff sewa atau
pemberitahuan tentang kenaikan harga

sewa, administrasi atau system tata cara
sewa menyewa kurang jelas dan adanya
oknum-oknum  tertentu  yang  ingin
menguasal tanah desa sebanyak-banyakya
3. Upava dalam mengatasi hambatan dalam
pengclolaan  tanah  kas desa di  Desa
Gegempalan Kecamatan Cikoneng
Kabupaten Ciamis adalah pemilik tanah dan
pihak ketiga yang berkepentingan dengan
tanah vyang disewa, disclesaikan dengan
cara para pibak yang terlibat digjak untuk
duduk bersama untuk mencari jalan keluar
win-win solittion secara musyawarah untuk

mencapal  kemufakatan, dan  melakukan
pendekatan  kepada masyarakat  yang
berkaitan dengan perijinan sewa menyewa
tanah kas desa

Saran
Adapun saran yang ingin  penulis

sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Desa  memberi
sanksi yang tegas dan memberi efek jera
terhadap penggunaan dan pemanfaatan
tanah kas desa yang tidak sesuai prosedur.

2. Diharapkan Pemerintah Desa sendiri lebih
menertibkan sistern kerja dan Perangkat
Desanya dalam rangka pengelolaan tanah
kas desa, agar penelolaan tanah kas desa
dapat berjalan dengan optimal, tidak disalah

gunakan untuk  kepentingan  pribadi
sehingga dapat menambah Pendapatan Ashi
Desa.

3. Diharapkan Pemerintah Desa melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan tanah kas
desa  oleh  Pemerintah  Desa  untuk
menghindan kecurangan dalam pengelolaan
Kekayaan Desa.
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